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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan  

 Salah satu beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara 

dimana mempunyai kewenangan dalam mengendalikan dan mengawasi 

sumber pendapatan daerah adalah Pemerintah Kota Medan. Diharapkan 

Kota Medan sungguh-sungguh ingin memperhatikan, mengawasi, dan 

meningkatkan kemampuan aset-aset yang ada demi keberlangsungan 

dan kemajuan kota. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dengan membangun retribusi melalui penelitian berkelanjutan, 

pemantauan aset, dan perluasan aset di Kota Medan. Kota Medan 

menempati lokasi yang strategis dari segi geologi karena berdekatan 

dengan kawasan perkotaan dan negara yang lebih maju, misal Pulau 

Penang, Malaysia, Singapura, serta lain-lain, serta berbatasan langsung 

dengan Selat Malaka di utara. Demikian pula, dari segi jumlah 

penduduk, Medan diperkirakan mempunyai banyak tenaga kerja dan 

barang; pada tahun 2020, kota ini memiliki 2.524.321 penduduk, atau 

9.522,22 orang per km^2. Demikian pula, Kota Medan dapat 

berkembang menjadi pusat keuangan dan perdagangan publik lokal 

dengan desain moneter yang mencakup domain opsional dan tersier. 

a. Geografi dan Demografi 

  Luas wilayah penyangga Kota Medan adalah 265,10 km2 

ataupun 3,6% pada total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. 

Menurut catatan resmi, Kota Medan di utara dibatasi oleh Selat 

Malaka serta di timur, barat, dan selatan oleh Kabupaten Deli 

Serdang. Ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. 

memiliki peran penting yang semakin mengakar di tingkat lokal dan 

global. Pekerjaan ini penting untuk perkembangan kota. Sebagai 
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bagian 3 komunitas kota metropolitan baru dan mungkin merupakan 

pusat keuangan lokal utama di pulau Sumatera, kota Medan 

mempunyai posisi strategis dimana makin menguat baik dengan cara 

global ataupun teritorial. Pekerjaan ini merupakan kontribusi yang 

berharga bagi perkembangan kota.  

 

  Salah satu pada 3 kota metropolitan baru di Indonesia, 

Medan berfungsi sebagai pusat keuangan utama di pulau Sumatera 

dan merupakan pintu masuk utama bagi perdagangan internasional 

dan teritorial serta administrasi moneter di Indonesia bagian barat, 

dimana semuanya difasilitasi oleh aksesibilitas pelabuhan. Belawan 

serupa dengan utilitas serta kerangka kota yang lain. Secara resmi, 

kini terdapat 21 kelurahan dan 151 kelurahan di Kota Medan yang 

dipecah lagi jadi 2.001 wilayah. Kota Medan sedikit berbeda dari 

wilayah metropolitan yang lain dalam hal peraturan, namun sebab 

terletak di pedalaman di wilayah dengan basis keuangan yang cukup 

besar serta sejumlah aset tetap, semata-mata menjadi bantuan 

pelabuhan, maka situasi keuangan teritorialnya sangat penting.  

 

  Karena tipisnya wilayah peraturan di pusat, Kota Medan 

memiliki ruang yang lebih sedikit dibandingkan wilayah perkotaan 

besar lainnya. Karena keterbatasan spasial, batas transportasi iklim 

metropolitan tidak optimal. Hal ini terutama berlaku pada hambatan 

pertumbuhan yang sedang berlangsung di wilayah utara Kota 

Medan, terkhusus yang berkaitan dengan penataan kerangka 

metropolitan serta ruang perkantoran. Selain itu, karena keadaan ini, 

kemiringan perencanaan tata ruang kota di wilayah utara dan selatan 

kurang terkoordinasi dan dimodifikasi. 

 

b. Lambang Pemerintah Kota Medan  
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Gambar 4.1 

Lambang Pemerintah Kota Medan 

Berikut Arti Lambang Pemko Medan diatas: 

1. Pada hari ketujuh belas Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia, padi 17 butir ditandai. 

2. Bulan kedelapan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia diwakili oleh delapan kuntum bunga kapas. 

3. Tahun ke-45 Proklamasi Indonesia diperingati dengan empat 

penyangga dan lima perisai. 

4. Perjuangan kemerdekaan NKRI ditunjukkan dengan satu buah 

bambu runcing di balik pagar, dan lima bahan pokok paling 

penting yang ada sebelum bambu runcing tersebut 

melambangkan betapa luasnya keadilan sosial dan kekayaan yang 

ada sebelum kita. 

5. Bintang Kebangsaan nomor 5 menunjukkan bahwa keberadaan 

orang-orang di Medan, terkhusus, serta Indonesia dengan cara 

keseluruhan, akan bersinar indah serta terbebas dan keputusasaan 

serta dari kemelaratan. 

6. Cincin bintang lima menunjukkan lima komoditas utama dimana 

dikirim dari Kota Medan, serta lima daerah perisasi menunjukkan 

Pancasila, dasar negara RI.  

 

c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan  
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Kota medan memiliki visi untuk jadi kota masa depan 

dimana multikultural, berkompetisi, humanis, sejahtera, serta 

religius. Salah satu tujuan Kota Medan yakni: 

1) Kerjasama  

Mendorong keamanan, organisasi, investasi, serta 

kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam kemajuan 

kota. 

 

2) Kreativitas dan Inovasi  

Meningkatkan efisiensi dari debirokratisasi serta 

penyiaran, menumbuhkan lingkungan ekonomi dimana 

benar-benar positif, dengan mempertimbangkan inovasi 

teknis dan pertumbuhan provinsi sebagai respons terhadap 

tuntutan peningkatan kapasitas dan intensitas wilayah yang 

lebih tinggi. 

 

3) Kebhinekaan  

Norma-norma moral dan etika yang ketat mengenai 

keragaman di pinggiran sangat penting bagi identitas sebuah 

kota. 

 

4) Penanggulangan kemiskinan  

Perluasan dan peningkatan program pengurangan 

kemiskinan. 

 

5) Multikulturalisme  

mendorong kehormatan sosial, kerukunan, 

kekeluargaan, ketabahan, serta persatuan dari sudut pandang 

budaya lokal dan antar budaya. 
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6) Tata ruang kota yang konsisten 

 Pilih tata ruang perkotaan dimana dapat diandalkan 

dan didukung ketersediaan infrastruktur serta layanan 

dimana lebih berguna serta kontemporer. 

 

7) Peningkatan kesempatan kerja   

Perluas tingkat pelatihan dan kesejahteraan umum 

secara wajar dan adil untuk memungkinkan pertumbuhan 

bisnis dan gaji individu. 

8) Smart city  

Mewujudkan Medan menjadi Smart City. 

 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Medan 

a. Sejarah Perusahaan 

Pada 28 Desember 2011, Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) diresmikan. Pengelolaan keuangan Negara telah 

direformasi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam upaya 

menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Perubahan ini 

disebabkan oleh kebutuhan untuk menggantikan hukum dan aturan 

keuangan dari pemerintah kolonial yang masih berlaku. Karena 

besarnya dana yang dikeluarkan negara, maka diperlukan 

pengawasan baik selain pemeriksaan keuangan dijalankan baik 

secara eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan dan 

masyarakat, maupun dengan cara internal dari satuan kerja 

pengawasan. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan 

Negara tidak merasa dirugikan, memerlukan pertanggungjawaban 

pemerintah yang jelas akan penggunaan pajak dimana dihasilkan. 
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Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik, bisa 

dijalankan melalui cara: 

1. Menjadikan Peraturan Perundang-undangan Landasan Hukum  

2. Penataan institusi 

3. Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Negara  

4. Pengembangan SDM di Bidang Keuangan  

 

Presiden pada dasarnya bertanggung jawab tentang kewenangan 

pemerintah dalam menangani keuangan negara sesuai Undang-

Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Selanjutnya, kuasa ini dialihkan kepada menteri keuangan dalam 

kedudukannya sebagai pengelola fiskal, utusan pemerintah yang 

memegang kekayaan negara dipisahkan, serta menteri atau pimpinan 

organisasi diawasinya. Sebagai pemimpin pemerintahan daerah, 

gubernur, bupati, atau walikota mampu mengawasi anggaran daerah. 

Mereka juga bertindak sebagai perwakilan pemerintah daerah dalam 

kepemilikan aset yang terpisah:  

a. SKPKD bertindak sebagai PPKD.  

b. Kepala SKPD sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas 

barang atau anggaran daerah.  

 

Salah satu tujuan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Medan yakni untuk memastikan bahwa 

semua pekerja yang bekerja di pemerintahan Kota Medan 

melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. 

Mereka berharap bahwa prosedur dan prosedur pengelolaan 

keuangan serta SOP akan diterapkan dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat. 

b. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan  
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Keberhasilan dalam mencapai visi Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Medan ditentukan peran serta kinerja Aparatur 

Pemerintah Kota Medan. Visi ini didasarkan pada pemikiran dan 

pengalaman masa lalu. Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Medan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja di 

pemerintahan Kota Medan dapat menjalanakna tugasnya dengan 

baik, berguna, serta berhasil, di bawah arahan organisasi perangkat 

daerah kompeten serta produktif. Hasilnya, pelayanan pemerintah 

Kota Medan dimana lebih baik akan terwujud, sesuai dengan standar 

dan prosedur operasional (SOP) serta sistem dan proses pengelolaan 

keuangan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 

membuat Visi Tahun 2011–2015 dalam rangka melaksanakan Visi 

dan Misi Kota Medan. :“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA 

APARATUR PEMERINTAH KOTA MEDAN 

YANG  PROFESIONAL,  BERWAWASAN  MANAJEMEN  

PENGELOLAAN KEUANGAN YANG SISTEMATIS, 

EFISIEN DAN EFEKTIF” 

  Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan yakni: 

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang 

Profesional 

Sebagai unsur utama yang terlibat dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan peraturan 

dan pelayanan, pelayanan administrasi profesional sangat 

penting untuk pertumbuhan masyarakat. Ini sangat penting 

untuk menangani masalah serta peluang di era globalisasi saat 

ini. Agar Pemerintah Kota Medan dapat ikut serta didalam 

proses globalisasi berdampak pada setiap elemen kehidupan 

manusia, maka salah satu hal yang sangat krusial diperlukan 

adalah sumber daya aparatur yang profesional, yang dapat 

diwujudkan dengan mengembangkan standar pelayanan 

administrasi. 
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2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang 

berwawasan manajemen pengelolaan keuangan 

Sumber daya aparatur profesional yakni mereka mempunyai 

pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi proses 

pembangunan Kota Medan. Mereka juga harus mampu bereaksi 

cepat terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini 

akan menghasilkan sumber daya aparatur yang bermoral, 

handal, dan bersih serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

dan agama. Variabel-variabel tersebut akan tumbuh seiring 

dengan sumber daya pejabat Kota Medan yang memiliki gelar 

tinggi dan spesialis di bidangnya masing-masing. Hal ini akan 

memungkinkan warga dan pemerintah Kota Medan berhasil 

mengembangkan kota sesuai visi dan misinya “Medan 

Kota  yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera”. 

3. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang 

Berpengabdian 

Karena kita hidup di era globalisasi saat ini, kita semakin 

menyadari betapa luasnya cakupan pembangunan yang harus 

dicapai. Namun, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut 

selama proses pembangunan, kita hanya dapat melakukannya 

secara bertahap. Kerangka penguatan persatuan bangsa juga 

menjadi pedoman bagi pengembangan masyarakat pada 

umumnya dan sumber daya aparatur pada khususnya. Dengan 

demikian, profesionalisme sumber daya aparatur yang akan 

dikembangkan tidak hanya terfokus pada peningkatan kualitas, 

bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini 

juga memerlukan kejujuran dan komitmen untuk memanfaatkan 

pembangunan daerah sebagai sarana memajukan bangsa dan 

negara. Perbedaan laju kemajuan pembangunan di berbagai 
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bidang menimbulkan masalah dan juga sumber informasi untuk 

meningkatkan kinerja dan kebijakan. 

4. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Untuk mencapai tujuan metode pelaporan kinerja dan 

keuangan, serta pengembangan sumber daya peralatan yang 

efisien. Sumber daya ini juga harus digunakan untuk 

mendukung meningkatkan sistem untuk pencapaian kinerja. 

Meskipun penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan 

keberhasilan finansial, kejujuran dan rasa tanggung jawab sama 

pentingnya untuk memajukan pembangunan daerah sebagai 

sarana penguatan bangsa dan negara. Akibatnya, Berbagai 

bidang mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda-

beda, dan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja dan kebijakan. menciptakan sistem pelaporan data 

keuangan dan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas 

laporan. 

5. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Organisasi Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 

mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dengan 

memberikan pelayanan publik. Mengembangkan dan 

meningkatkan tujuan pengelolaan keuangan daerah untuk 

mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan 

daerah melalui penerapan tata cara dan penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pembentukan 

organisasi perangkat daerah yang kompeten dan unggul. 

terbentuknya sistem perangkat daerah yang kompeten di bidang 

pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas. 
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Sedangkan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan yakni: 

1. Meningkatkan transparansi, efisiensi, serta efisiensi pengelolaan 

keuangan kota Medan.  

2. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunakan teknologi lebih baik. 

3. Mengembangkan efektivitas serta efisiensi struktur organisasi 

perangkat daerah Kota Medan.  

 

Secara logis, tiga tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yakni:  

 

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan  

 

Dengan memenuhi kebutuhan prasaran serta sarana 

administrasi perkantoran, administrasi serta aparatur dapat 

melakukan tugas-tugas mereka dengan lancar. Dengan demikian, 

Administrasi serta perangkat dapat melaksanakan program dan 

jadwal kerja yang direncanakan, menerapkan standar pelayanan 

administrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

 

 

2. Meningkatkan Transparansi, Efesiensi dan Efektifitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan  

 

Manfaat tepat guna dimana berbasis kinerja harus diperoleh 

dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan. Temuan 

penelitian ini harus menunjukkan bahwa pegawai negeri memiliki 

pengetahuan, kompetensi, kemampuan, dan pengalaman sesuai 
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dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya serta sejalan 

dengan dasar-dasar administrasi publik, khususnya dimana 

mengenai pengelolaan keuangan daerah.  

 

3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

Melalui Teknologi yang Lebih Baik  

 

Terkait tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan dalam 

memberikan pelayanan istimewa kepada masyarakat melalui 

peningkatan jumlah, mutu, dan pemerataan pelayanan publik, 

terjangkaum, serta adil, telah diketahui jika tujuan ini hanya bisa 

dicapai dengan menggunakan sumber daya peralatan yang 

bersentuhan langsung dengan sistem teknologi; peralatan ini 

harus menyadari dan memahami kegiatan pelayanan yang perlu 

diselesaikan. Sehingga, motivasi, disiplin, serta kualitas sumber 

daya aparatur sangat penting untuk memastikan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah efektif dilaksanakan.  

 

4. Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Medan  

 

Kinerja SDM didalam organisasi akan selalu menentukan 

kinerja organisasi untuk mencapai tujuan, tetapi faktor lain juga 

penting. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan 

kinerja sumber daya aparatur pemerintah Kota Medan. Dengan 

mempertimbangkan batasan yang ditentukan oleh misi di atas, 

peningkatan kinerja aparatur pemerintah kota Medan dapat 

menghasilkan peningkatan efisiensi dan tingkat pemborosan. 

Peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota 

Medan dapat dicapai melalui penerapan gugus kerja yang jelas, 

kepuasan karyawan, budaya organisasi yang mendukung 
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peningkatan kinerja, peningkatan karir dan kesejahteraan yang 

sesuai dengan prestasi karyawan, dan sebagainya. 

 

 

c. Struktur Organisai Perusahaan 

Struktur organisasi BPKAD Kota Medan terdiri dari: Struktur 

organisasi memastikan lingkungan kerja yang sesuai dengan keahlian, 

kecakapan, dan wilayah kerja setiap pekerja:  

a. Kepala Badan  

 

b. Sekretariat, membawahkan :  

1. Sub Bagian Umum  

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Koordinator Lingkup Penyusunan Program  

4. Jabatan Fungsional 

5. Jabatan Pelaksana 

 

c. Bidang Anggaran, membawahkan :  

1. Sub Bidang Anggaran I 

2. Sub Bidang Anggaran II 

3. Sub Koordinator Lingkup Anggaran III 

4. Jabatan Fungsional 

5. Jabatan Pelaksanaan 

 

d. Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:  

1. Sub Bidang Pembendaharaan I  

2. Sub Bidang Pembendaharaan II  

3. Sub Koordinator Lingkup Kas Daerah 

4. Jabatan Fungsional 
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5. Jabatan Pelaksanaan  

 

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahkan :  

1. Sub Bidang Pembukuan 

2. Sub Bidang Pelaporan 

3. Sub Koordinator Lingkup Pengolahan Data dan Informasi 

4. Jabatan Fungsional 

5. Jabatan Pelaksana 

 

f. Bidang Aset dan Investasi, mambawahkan : 

1. Sub Bidang Pendataan dan Investasi Aset 

2. Sub Bidang Pembiayaan dan Pengawasan Aset 

3. Sub Koordinator Lingkup Pengendalian dan Pengawasan Aset 

4. Jabatan Fungsional 
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B. Temuan Penelitian 

1. Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP 

berbasis kas dihapus serta diganti dengan akrual mulai tahun 2015. Menurut 

Yang dimaksud dengan berbasis akrual didalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 8 SAP yakni SAP yang menggunakan 

APBN atau APBD sebagai landasan untuk mengakui pendapatan, belanja, 

harta, utang, dan ekuitas secara berbasis akrual. laporan keuangan. Ia pun 

mengakui pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan didalam anggaran 

pelaporan pelaksanaan. 

Ketika ditanya tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, 

pengelola keuangan pemerintah Kota Medan biasanya sudah tahu apa itu 

basis akrual. Sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Medan, Dr. Muhammad Ashari Lubis, SE, M.Si, memahami 

prinsip akrual sebagai “peristiwa ekonomi yang dapat dianggap sebagai 

pendapatan meskipun tidak ada uang yang masuk ke kas daerah”.  

Dalam wawancara tambahan dengan Pengelola Accounting Darman 

Silalahi, yang menyatakan bahwa: 

“Sebenarnya, SAP berbasis akrual berbeda dengan standar akuntansi 

perusahaan, akuntansi keuangan, yang berfokus pada pengauan transaksi 

saat terjadi. Di mana transaksi dicatat pada saat kas diterima atau 

dikeluarkan Saat SAP berbasis akrual, hak dan kewajiban kita harus dicatat 

seperti yang dilakukan perusahaan”. 

Menurut KSAP (2006;3), pendapat responden tersebut sesuai dengan 

arti basis akrual. Dengan kata lain, ini yakni metode akuntansi dimana 

peristiwa dan transaksi ekonomi dilacak, didokumentasikan, serta 

dilaporkan dalam laporan keuangan dengan segera tanpa 
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mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menerima atau 

membayar kas ataupun setara kas. Melalui perspektif kedua informan di 

atas tentang konsep basis akrual, bisa disimpulkan jika pengelola keuangan 

pemerintah daerah Kota Medan sebagian besar sudah mengetahui bahwa 

SAP yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Medan, memberikan presentasi yang 

memperkuat pemahaman kita tentang akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Dia mengatakan : 

“Satu-satunya perbedaan dengan LRA adalah bahwa akrual dasar juga 

harus diakrualkan. Di LRA, pendapatan, belanja, dan pembiayaan kita 

diakrualkan di cash basic, tetapi di neraca, akrualnya dilakukan. Tapi 

sekarang semuanya harus diakrualkan. Sederhananya, kita harus langsung 

mengakui pendapatan saat APBD ditetapkan, jadi kita sudah aku. Jika 

pendapatan tidak mencukupi pada akhir tahun, itu menjadi piutang. Dalam 

hal pengeluaran, jurnalnya yang luas hanyalah bukti bahwa itu adalah 

akrual. Jika tidak salah, empat kali jurnal sampai tahap pencairan dana”. 

Kalimat-kalimat di atas menyatakan jika sebagian besar pengelola 

keuangan Pemerintah Kota Medan mengetahui dasar-dasar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. Darman Silalahi, Pengelola Accounting 

sebelumnya, menyatakan bahwa pemahaman tentang penerapan basis 

akrual, terutama untuk pemerintah Kota Medan: 

“Beberapa pelatihan yang saya ikuti menunjukkan bahwa akrual cukup 

sulit. Kami menghasilkan dua laporan keuangan. Menurut PP 24/2005, 

laporan keuangan harus terdiri dari neraca, LRA, catatan atas laporan 

keuangan, dan cash flow. Tapi itu menjadi lebih sulit karena PP 71 

menambahkan tiga item lagi. Harus ada orang yang berpengalaman yang 

dapat memimpin daerah itu”. 
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Komentarnya di atas mendukung pendapat bahwa pengelola laporan 

keuangan pemerintah Kota Medan menghadapi masalah besar dalam 

menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yang mengatur 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jumlah item yang akan 

ditampilkan dalam laporan keuangan akan terus meningkat. Menurut Halim 

dan Kusufi (2014;44), Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 

menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selambat-

lambatnya tahun anggaran 2014, pemerintah daerah harus menyajikan 

laporan keuangan seperti berikut: Pertama, Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran (SAL) 

merupakan Laporan Pelaksanaan Anggaran. Kedua, neraca, laporan 

operasi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdiri dari 

pelaporan keuangan. Ketiga, Dokumen Akuntansi (CALK) Akibat 

kerumitan yang ditimbulkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Medan, memerlukan 

orang atau lembaga yang berkompetensi untuk membimbing daerah 

tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi tentang peraturan pemerintah yang 

berlaku saat ini harus menjadi prioritas utama. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Dr. Muhammad Ashari Lubis, Sekretaris Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, SE, M.Si: “Laporan arus 

kas, operasional, dan ekuitas disertakan dalam laporannya. Karena 

kerumitannya, jelas dia perlu bersosialisasi lagi”. 

Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa didasari Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual: 

“Saya pikir menggunakan PP 71 lebih sulit karena bukan hanya laporannya 

tetapi juga analisanya berbeda. Untuk pendapatan, jurnalnya hanya dapat 

digunakan satu, tetapi untuk PP 71 banyak buku besar, seperti perusahaan 

dagang”. 
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Ungkapan diatas menunjukkan bahwa basis akrual pemerintahan sangat 

kompleks, terutama untuk pemerintah daerah. Ini karena tidak ada 

hubungan antara akuntansi anggaran, atau pelaporan pelaksanaan 

anggaran, dan akuntansi keuangan. Akibatnya, persamaan akuntansi 

seringkali hanya berlaku pada pelaporan pelaksanaan anggaran dan tidak 

pada pelaporan keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh Kusufi dan 

Halim (2012; 180). Karena SAP berbasis akrual mempunyai sistem 

pencatatan double entry, maka setiap transaksinya menggunakan jurnal 

keuangan untuk pelaporan keuangan dan jurnal anggaran untuk 

pelaksanaan pelaporan anggaran. Jurnal finansial melakukan pencatatan 

yang sama seperti akuntansi swasta, namun alih-alih menggunakan akun 

“kas” yang digunakan KSAP, jurnal anggaran mencatat transaksi 

pendapatan-LRA dan pengeluaran dengan akun “SILPA”. Tidak adanya 

hubungan antara pelaporan keuangan dan pelaporan anggaran 

menunjukkan bahwa akuntansi keuangan dan pencatatan pelaksanaan 

anggaran tidak sama. Akibatnya pencatatan akuntansi dan pencatatan 

anggaran tidak sama. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran merupakan dua laporan pelaksanaan anggaran yang 

dihasilkan dari pencatatan anggaran. Perubahan dalam sistem akuntansi 

pemerintah akan dipengaruhi oleh menambah jumlah laporan yang wajib 

disiapkan pemerintah jadi 6 laporan serta 1 CALK tanpa membedakan 

laporan utama serta laporan pendukung. Pada akhirnya, ini menyebabkan 

alokasi anggaran yang cukup besar. 

Kemudian dalam wawancara, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM  juga 

mengatakan bahwa : 

“Laporannya lebih banyak. Jika PP 24 yang digunakan kemarin hanya 

menggunakan biaya atau belanja, pendapatannya juga dua, jika saya tidak 

salah”. 
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Darman Silalahi, Pengelola Accounting, menyatakan bahwa ketika dia 

melihat bagaimana pemerintah daerah menerapkan peraturan pemerintah 

nomor 71 tahun 2010: 

“Tidak diragukan lagi, kita harus mempelajari banyak tentang penerapan 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual, baik di tingkat kementrian 

keuangan maupun di kabupaten-kabupaten yang telah menerapkannya. 

Setelah itu, kita harus mengembangkan dan mendukung sistem yang kuat, 

yaitu sistem aplikasi yang berbasis akrual. Selanjutnya, kami mengundang 

pakar senior di bidang untuk mengadakan workshop atau pelatihan tentang 

SAP berbasis akrual”. 

Dalam wawancara lain, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Daerah, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, menyatakan 

bahwa: 

“Sebelum penerapan basis akrual ini, ada basis akrual yang dikenal sebagai 

kas menuju akrual. Oleh karena itu, dilakukan secara bertahap sampai 

menggunakan akrual secara keseluruhan. Sebelum penerapan basis akrual 

ini, terlebih dahulu dilakukan pelatihan dan sosialisasi” 

Pendapat yang diungkapkan para pengelola keuangan pemerintah 

daerah Kota Medan di atas menyatakan jika kesiapan agar beralih ke 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebenarnya hanya sekedar 

formalitas. Ini dimulai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, 

yang mengatur perubahan ini. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan 

merevisi peraturan lokal tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur, 

seperti peraturan kepala daerah, sebelum mengikuti peraturan pemerintah. 

Oleh karena itu, KSAP (2010) menyatakan dengan tepat bahwa 

penyesuaian peraturan adalah cara terbaik untuk merencanakan strategi 

untuk menerapkan peraturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

pemerintahan daerah. Penyesuaian peraturan mencakup peraturan 

pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan, serta peraturan 
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kepala daerah akan kebijakan akuntansi dan sistem serta prosedur 

pengelolaan keuangan. 

Menurut Darman Silalahi, Pengelola Keuangan, ada strategi dimana 

perlu diterapkan karyawan Pemerintahan Kota Medan. Dia menyatakan 

bahwa: 

“Kita hanya berbicara tentang pedoman yang ada, terus berkonsultasi 

dengan tim ahli dan tim pendamping keuangan, dan kemudian 

berkoordinasi dengan SKPD di bawah”. 

Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyampaikan Dia 

menyatakan: 

“Tidak mungkin. Karena jika standar yang sesuai dengan SAP pasti tidak 

akan sesuai dengan standarnya, tidak ada yang mengatakan bahwa itu 

sesuai dengan standar yang sudah ada”. 

Untuk menyamakan persepsi, pelatihan atau sosialisasi harus diberikan. 

Ini juga dapat digunakan untuk menerima saran dan keluhan daerah 

mengenai penerapan akuntansi basis akrual (KSAP, 2010). Karena ada 

berbagai pendapat terdengar di telinga khalayak tentang ketidakmampuan 

pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga kerja, pelatihan atau 

sosialisasi selalu diberikan. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan 

Pengelola Accounting Darman Silalahi, yang menyatakan: 

“Ada hambatan, itu benar. Basis akrual ini mungkin lebih kompleks dalam 

hal pencatatan. Jadi, hambatan itu membuat kita mungkin menghadapi 

masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, kami harus memberikan 

perhatian yang lebih besar pada SKPD yang terkait dengan pencatatan.Di 

mana kami mengawasi SKPD dengan mencatat transaksi menggunakan 

SAP”. 
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Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyatakan: 

“Mungkin ada masalah. Misalnya, dalam hal pencatatan toh, itu mungkin 

mencatat semua transaksi yang terjadi, tetapi dalam akrual, itu mungkin 

harus memilih yang mana yang anu”. 

Namun, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, sebagai pengelola 

keuangan di pemerintahan Kota Medan, menyatakan bahwa: 

“Karena berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, mungkin tidak 

mungkin semua kantor berkonsentrasi pada akuntansi”. 

Pengelola Accounting Darman Silalahi menyatakan dalam wawancara 

lain: 

“Sebenarnya, tidak peduli apakah itu berbasis akrual atau SAP, kami dapat 

menggunakan SAP untuk membuat kebijakan akuntansi pemerintah Kota 

Medan. Kita menyiminasi, kunjungan, dan sosialisasi ke SKPD setelah 

kebijakan itu ditetapkan. Untuk penerapannya di bidang akuntansi, hanya 

sebagai pemimpin sektornya, kami di bidang akuntansi, mulai dari Kepala 

Bidang hingga Kepala Subbidang, bekerja sama untuk menerapkan SAP 

dengan mengontrol SKPD”. 

Saat ditanya apakah seluruh staf, terutama bagian akuntansi, memahami 

penerapan SAP berbasis akrual, dia mengatakan: 

“Menurut pendapat saya, ya, karena kita belajar dari pengalaman kita 

sendiri, yaitu kita bekerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan”. 

Untuk menerapkan SAP berbasis akrual, BPKAD Kota Medan harus 

mengikuti siklus akuntansi yang ditetapkan oleh PP No. 71 Tahun 2010. 

Berikut ini adalah contoh transaksi serta penjurnalan berbasis akrual di 

pemerintahan Kota Medan:   
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Menurut SKP yang diterbitkan pada 13 Januari 2017, Pemerintah Kota 

Medan menghasilkan pendapatan pajak hotel:  

a. Pajak Hotel J.W Marriot Rp. 120.000.000  

b. Pajak Hotel Sartika Rp. 50.000.000 

Pada tanggal 16 Januari 2017, Bendahara Penerimaan Pemko Medan 

menerima uang dari Hotel Aryaduta Medan dan pada hari yang sama 

menyetorkan uang pajak dari hotel tersebut sebesar Rp. 30.000.000 ke 

Rekening Kas Daerah.  

Pemerintah Kota Medan memberikan dana kepada:  

a. Membeli makanan untuk pertemuan seharga Rp. 1.500.000   

b. Menyediakan uang persediaan sebesar 6.000.000 untuk biaya 

pemeliharaan peralatan.   
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Pemantauan pengendalian intern harus dilakukan sesuai dengan 

kemajuan didalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual. Pimpinan instansi harus sangat memperhatikan pemantauan 

pengendalian intern serta perkembangan misi organisasi. Tidak diragukan 

lagi, pengendalian diawasi akan memiliki dampak yang signifikan dalam 

jangka waktu tertentu.  

Setiap pemimpin instansi pemerintah bertanggung jawab menerapkan 

SAP PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang mencakup penciptaan 

praktik, prosedur, dan kebijakan komprehensif untuk menjamin integrasi 

konstituen dan tumbuh menjadi bagian penting dari pemerintah serta 

mengubah operasional lembaga pemerintah. Pemerintah Kota Medan juga 
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melakukan hal yang sama, seperti yang dijelaskan Kepala Bagian 

Pembukuan:  

“Ya, kami selalu melakukan pemantauan bulanan, triwulan, dan 

persemester untuk mendampingi dan mengklarifikasi”  

  

Hasil wawancara menunjukkan jika agar meningkatkan dan 

meningkatkan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual, BPKAD Kota 

Medan harus melakukan pengendalian intern untuk memantau pelaksanaan 

tugas serta fungsi pemerintahan di Kota Medan secara mandiri. Ini utamanya 

berlaku saat menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.  
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Semua laporan keuangan disajikan di sini, yaitu: 
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2. Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Organisasi ini akan mengikuti SAP berbasis akrual diatur didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Regional government 

financial management is always preoccupied with demands for 

accountability and transparency, which causes the need to implement an 

accrual system. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2003, pasal 36 ayat 1, 

mewajibkan pemakaian dasar akrual. Akibatnya, KSAP mengembangkan 

standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dimana ditetapkan 
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pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Menurut pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Makassar, 

peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus dilegitimasi sebagai 

peraturan pemerintah dimana disahkan Presiden. Menurut Dr. Muhammad 

Ashari Lubis, SE, M.Si, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kota Medan: 

“Pemerintah harus berubah. Tidak masuk akal untuk tidak 

menerapkannya meskipun sudah ada PP. Setelah undang-undang itu 

dibuat, mungkin PP menjadi urutan kedua, yang kemudian 

diterjemahkan ke Permendagri, yang kemudian diterjemahkan ke 

peraturan daerah, dan akhirnya ke peraturan walikota”. 

 

Pendapat Drs. Muhammad Ashari Lubis, SE, M.Si ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa sektor publik di Indonesia, terutama pemerintah 

daerah, beroperasi sesuai dengan peraturan berlaku pada pemerintahan. 

Menurut asumsi dasar pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kota 

Medan, jika peraturan berlaku kini akan diterapkan secara bertahap atau 

langsung. 

 

Dari segi keuntungan, SAP berbasis akrual ini membawa banyak 

perubahan dan kemajuan bagi pemerintah kota, terutama pemerintah 

kota medan. Gagasan yang dibuat oleh Pengelola Accounting Darman 

Silalahi membuktikan hal ini. Dia mengklaim bahwa: 

 

“Salah satu keuntungan dari SAP berbasis akrual adalah bahwa kita, 

baik sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan, dapat lebih 

memahami cara membuat laporan keuangan berbasis akrual. serta 

perawatan yang diperlukan. Apalagi, kita juga terus mengembangkan 

aplikasi yang membantu mempercepat proses penyusunan laporan 
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keuangan. Awalnya, kita menggunakan aplikasi offline, tetapi sekarang 

sudah online. Oleh karena itu, kami dapat memantau semua transaksi 

yang dimasukkan oleh semua SKPD”. 

 

Selain itu, Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM, Kepala Subbagian 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, menyampaikan Dengan 

tenang, dia menyatakan: 

 

“Pasti ada banyak mi.Akan ada perbedaan yang signifikan juga”.  

 

Dari waktu ke waktu, banyak regulasi telah diubah untuk reformasi 

pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai keberhasilan 

pembangunan daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai 

perubahan yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih. Pengelolaan keuangan daerah, dimana dilakukan melalui 

manajemen baik, adalah faktor penting dalam keberhasilan ini. 

 

Darman Silalahi, Pengelola Accounting, menyatakan bahwa: 

 

“Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kami terus 

memberikan pelatihan karena ilmu dan aturan selalu berubah. Oleh 

karena itu, kami harus terus memberikan pelatihan kepada para 

pengelola keuangan di Pemerintah Kota Medan”. 

Dalam wawancara tambahan dengan Kepala Subbagian Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad Sayuti Harahap, SE, MM 

Lagi-lagi, dia menegaskan secara tidak resmi bahwa: 

 

“Sepertinya tidak. Tidak ada, karena masalahnya adalah bahwa ini telah 

menjadi standar. Parameter yang dibuat sudah ditetapkan dengan cara 

yang sama”. 
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Selain itu, dia menyatakan: 

 

“Karena kita dapat menyebutnya standar, kita mungkin harus mengacu 

pada itu”. 

 

Fokus dari kedua informan di atas adalah untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan standar 

akuntansi pemerintahan saat ini, yaitu SAP berbasis akrual. 

 

C.  Pembahasan Penelitian 

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

 

Berdasarkan analisis standar akuntansi pemerintahan, bisa diambil 

kesimpulan jika standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Pengelola 

keuangan pemerintah daerah Kota Medan sebagian besar telah menyadari 

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah standar akuntansi 

pemerintahan yang saat ini berlaku. Para pengelola keuangan pemerintah 

Kota Medan umumnya memiliki pemahaman dasar tentang akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. Namun, dengan jumlah item dimana akan 

diperoleh pada laporan keuangan pemerintahan yang semakin meningkat, 

memahami bagaimana menggunakan basis akrual menjadi tantangan utama 

dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang 

standar akuntansi pemerintahan. 

SAP berbasis akrual hanya digunakan untuk mematuhi peraturan, 

seolah-olah hanya mengikuti format serta prosedur agar menggugurkan 

kewajiban. Terbukti, Pemerintah Kota Makassar hanya melakukan 

persiapan dan sosialisasi kepada seluruh lembaga pelapor guna memenuhi 
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persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, 

mereka juga membuat dokumen peraturan daerah, misalnya yang berkaitan 

dengan peraturan akuntansi dan tata cara yang dilakukan oleh kepala daerah. 

Meski demikian, rencana tersebut belum sejalan dengan timeline penerapan 

SAP berbasis akrual versi KSAP di pemerintah daerah, dan belum siap 

untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah 

Kota Makassar. 

Pemerintah Kota Medan telah memulai persiapan untuk mengadopsi 

SAP berbasis akrual dengan memberikan pelatihan atau sosialisasi 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai peraturan pemerintah nomor 

71 tahun 2010. Pelatihan atau sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman pengelola keuangan pemerintahan Kota Medan, khususnya 

SKPD Kota Medan, tentang basis akrual sektor publik. Namun, hingga saat 

ini, pemerintah Kota Medan hanya mengikuti pelatihan atau sosialisasi 

dengan pertemuan satu atau dua kali. 

Sejak tahun 2015, Pemko Medan berpegang teguh pada PP Nomor 71 

Tahun 2010 dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual. Hal ini terlihat dari indikator dalam tesis Suwanda (2015:86) yang 

berpendapat bahwa Pedoman akuntansi yang berkaitan dengan standar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual harus diikuti saat membuat dan 

menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Data Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2017 digunakan 

untuk mengkaji penggunaan aturan akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

pada pemerintahan kota Medan.  

Penelitian ini perlu dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia 

yang memahami dan kekurangan fasilitas di setiap daerah. Peraturan ini 

telah berlaku selama empat tahun sejak 2015, jadi Bagi penanggung jawab 

pengelolaan keuangan, laporan keuangan wajib disusun oleh satuan 

perangkat daerah dan pemerintah. Pelaporan keuangan harus mematuhi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan 
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Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan.   

Sebaliknya, sejumlah peneliti melakukan penelitian di berbagai wilayah 

Nusantara. Misalnya, Yunita Kurnia Shanti (2018) menunjukkan jika 

penerapan Basis Akrual pada penyajian kelima laporan keuangan telah 

menurut SAP di SKPD Ciputat Timur; Friska Langelo, D.P.E. Saerang, dan 

S.W. Aleca (2015) menunjukkan bahwa PP No. 71 Tahun 2010 belum 

diterapkan karena masalah persiapan, Amelia TIrta Yuningsih (2018) yang 

menunjukkan bahwa sistem akuntansi serta laporan keuangan SAP berbasis 

akrual bekerja dengan baik di Poltekkes Makssar. Evelyn Novianti (2016) 

dimana hasil studinya menyatakan jika laporan keuangan pemerintah 

Kabupaten Gunung Kidul belum menggunakan SAP berbasis akrual secara 

keseluruhan dalam hal sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, 

dan E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang menemukan bahwa laporan 

keuangan tahun anggaran 2014-2015 untuk Dinas Pendapatan Daerah dan 

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tidak sesuai PP No. 71 Tahun 2010.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian dimana tidak 

sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

tidak dapat menyelesaikan banyak masalah. Akibatnya, penerapan PP No. 

71 Tahun 2010, dimana diharapkan diterapkan secara efektif dan efisien 

sejak tahun 2015 hingga saat penelitian sebelumnya dilakukan. Berbeda 

dengan peneliti (2019), peneliti menemukan bahwa temuan penelitian sudah 

sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

dalam hal laporan keuangan, meskipun ada kendala seperti pemahaman 

SDM yang buruk tentang PP Nomor 71 Tahun 2010. 

 

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Organisasi ini akan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
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2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah selalu disibukkan oleh 

tuntutan akuntabilitas dan transparansi, yang menyebabkan perlunya 

penerapan sistem akrual. Selain itu, Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 mengamanatkan akuntansi berbasis akrual. Untuk 

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, KSAP 

membuat standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  

Hasil wawancara mereka menunjukkan bahwa ada perubahan hanya 

pada pengembangan aplikasi, yang sebelumnya dapat digunakan secara 

offline dan sekarang dapat digunakan secara online untuk mempercepat 

proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, ada upaya untuk terus 

mendidik para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan 

guna meningkatkan taraf pengelolaan keuangan daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunakan standar akuntansi pemerintahan saat ini, yaitu SAP berbasis 

akrual. Pemerintah Kota belum siap untuk menerapkan PP No.71 Tahun 

2010 tentang SAP berbasis akrual, karena mereka percaya bahwa penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Artinya hanya menerapkan PP 71 karena 

itu adalah peraturan pemerintah yang harus diterapkan. Selain itu, masalah 

lain dengan Alasan Pemerintah Kota mengadopsi PP Nomor 71 Tahun 2010 

tentang SAP Berbasis Akrual adalah karena sumber daya manusia (SDM) 

kurang memiliki latar belakang pendidikan yang diperlukan. Oleh karena 

itu, penggunaannya oleh karyawan merupakan tantangan, terutama yang 

berkaitan dengan kebijakan akuntansi. 

 

 

 

 


